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Tesisini membahas tentang legal standing masyarakat adat yang belum atau tidak ditetapkan sebagai
kesatuan masyarakat hukum melalui peraturan daerah (perda) karena menjadi masalah tentang bagaimana
dapat membuktikan kedudukan hukumnya di hadapan Pengadilan Tata Usaha Negara ketika
memperjuangkan tanah ulayat. Sebagaimana yang penulisteliti pada putusan kasas Mahkamah Agung RI
Nomor 584 tahun 2022 yang pada pokoknya menegaskan bahwa legal standing Masyarakat Hukum Adat
(MHA) harus dibuktikan secara hukum melalui Perda yang merujuk pada ketentuan Pasal 67 ayat (1) dan
(2) UU Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999. Bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum
normatif dengan metode deskriptif analitis dimana teori teori hukum digunakan sebagal pisau analisis
dalam membedah putusan hakim. Sebagai simpulan terdapat perbedaan pendapat antara penetapan ketua
pengadilan TUN yang harusnyajadi pintu masuk masyarakat adat |olos dismissal sebagai kesatuan MHA
dengan majelis hakim yang mengadili perkara sengketa yang berkesimpulan masyarakat adat harusterlebih
dahulu mendapatkan pengakuan Perda. Kemudian bagi masyarakat adat yang belum mendapatkan
pengakuan Perda dapat menggunakan pasal 6 ayat 2 Perma No 2 tahun 2016 tentang Pedoman Beracara
dalam Sengketa Penetapan L okasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum pada Peradilan Tata Usaha
Negara Sebagal dasar pelaksana “ self determination” (menentukan nasib sendiri) untuk pembuktian legal
standing sebagai kesatuan MHA. Masyarakat Adat harus menyusun bukti bukti dalam gugatan tentang unsur
unsur syarat kesatuan MHA sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 2 Perma No 2 Tahun 2016 untuk
selanjutnya dibuktikan dan diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara, jadi tidak perlu harus ada Perda.

...... This thesis discusses the legal position of indigenous peoples who have not been or have not been
established as alegal community unit through regional regulations (perda) because it becomes a problem of
how to maintain their legal standing before the State Administrative Court when fighting for communal
land. Asthe author examines the cassation decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia
Number 584 of 2022 which in essence emphasizes that the legal position of Indigenous Peoples (MHA)
must be legally proven through a Regional Regulation which refers to the provisions of Article 67 paragraph
(1) and (2) of the Forestry Law Number 41 of 1999. The form of research used is normative legal research
with descriptive analytical methods where legal theories are used as an analytical knifein dissecting judge's
decisions. For example, there is a difference of opinion between submitting the head of the TUN court
which should be so that the entrance of indigenous peoples passes dismissal as an MHA Association and the
panel of judges adjudicating lawsuits that conclude that indigenous peoples must first obtain recognition
from aregional regulation. Then for indigenous peoples who have not received regional regulation
recognition, they can use article 6 paragraph 2 of PermaNo. 2 of 2016 concerning Guidelines for
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Proceeding in Disputes on Determining Development Locations for the Public Interest in the State
Administrative Court as the basis for implementing "self-determination” to prove legal standing as a unit
MHA. Indigenous peoples must compile evidence in alawsuit regarding the elements of the MHA unitary
requirements as stipulated in Article 6 2 Perma No 2 of 2016 to be further proven and tested at the State

Administrative Court, so thereis no need for aregional regulation.



